Pemerintah Rancang RPP
Lindungi Anak di Era Digital

Jakarta, sultranet.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital
tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan
Anak di Ruang Digital untuk mengantisipasi meningkatnya risiko dunia maya
terhadap anak-anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang
lebih aman, melindungi anak dari konten berbahaya, dan mendorong
pemanfaatan teknologi secara produktif melalui sinergi antara aparat pemerintah,
pelaku industri, dan masyarakat. Jakarta, 26 Februari 2025

Penyusunan RPP ini merupakan respons nyata atas aspirasi publik yang
disuarakan oleh orang tua, pendidik, dan komunitas digital. Data dari Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mengungkapkan bahwa
sekitar 40 persen anak usia 5-12 tahun mengakses internet dengan durasi 4-6
jam per hari, meskipun sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk hiburan
dan permainan. Laporan ECPAT Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak 2023
mencatat bahwa lebih dari 15 ribu anak telah menjadi korban eksploitasi seksual
daring, sedangkan 440 ribu anak usia 10-20 tahun terjerat judi online. Fakta-
fakta ini memperjelas urgensi regulasi sebagai langkah preventif untuk
melindungi generasi muda.

RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital akan mengatur tiga pilar utama.
Pertama, platform digital diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia dan
kepemilikan akun guna mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai.
Kedua, pemerintah akan memperketat pengawasan serta pembatasan terhadap
konten berisiko seperti pornografi, kekerasan, perjudian online, dan eksploitasi
anak. Ketiga, peningkatan literasi digital melalui pendampingan orang tua, guru,
dan komunitas diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat.

“Menyusun regulasi ini adalah bentuk nyata respons terhadap kegelisahan
masyarakat yang ingin anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal di dunia
maya,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam peringatan
Safer Internet Day di Jakarta.

Meutya menambahkan, “Kami mengajak orang tua, guru, dan semua pihak terkait
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untuk bersama-sama membangun budaya literasi digital. Anak-anak harus
diajarkan memilah dan memilih konten dengan bijak, sehingga internet menjadi
jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.”

Sebagai upaya partisipatif, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka forum
konsultasi publik yang akan dimulai pada Maret 2025. Forum ini diharapkan
dapat menampung masukan dari akademisi, LSM, dan pelaku industri digital
untuk menyempurnakan RPP sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Pemerintah juga menggandeng platform digital seperti YouTube, TikTok, dan
Meta agar regulasi dapat dijalankan dengan optimal dan sinergis.

Di era di mana digitalisasi semakin mendominasi kehidupan, penyusunan RPP ini
merupakan langkah strategis untuk tidak hanya melindungi anak dari konten
negatif, tetapi juga mendorong mereka menjadi kreator dan inovator. Dengan
mengutamakan kerja sama lintas sektor, Indonesia berkomitmen menjaga masa
depan generasi digital melalui pendidikan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini adalah fondasi
bagi ekosistem digital yang aman dan produktif, serta upaya preventif untuk
menjaga masa depan anak-anak Indonesia.”



